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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN PERATURAN TERKAIT GRATIFIKASI

Menimbang

Mengingat

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

a.

bahwa dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan
stakeholders supaya lebih berani bertindak untuk mencegab
terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkan kepada
pihak vang dapat menanganinya, perlu diadakan kegiatan
penyusunan kebijakan whistleblowing syster: dan peraturan terkait
gratifikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan
Kebijakan Whistleblowing Syster dan Peraturan terkait Gratifikasi ;

bahwa pejabat dan pegawal yang namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota
Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Whistleblowing
System dan Peraturan terkait Gratifikasi.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
53 Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional,

4. Peraturan ...
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4,  Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan

dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
20113

5.  Peraturan  Menter1  Negara  Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
7 Tahun 2012;

6. Peraturan  Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYUSUNAN KEBIJAKAN  WHISTLEBLOWING  SYSTEM DAN
PERATURAN TERKAIT GRATIFIKASI.

Membentuk Tim Koordinasi  Strategis FPenyusunan Kebijakan
Whistleblowing System dan Peraturan terkait Gratifikasi untuk
selanjutnya disebut Tim WBS, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim WBS terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana
dan Tenaga Pendukung.

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan pelaksanaan
kegiatan.

Penanggung Jawab bertugas mengawasi, membimbing, dan memantau
kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan
pelaksanaan kegiatan.

Tim Pelaksana bertugas:
a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim WBS;
b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM ...



o e

KEENAM :  Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan,
mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan;

b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang
ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH . Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim WBS
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian
PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
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ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

i

Emmy Suparmiatun






